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BUPATI SINTANG

PSRATURAN BUPATI SINTANG
OMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN KABUPATEN SINTANG

TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG

Menimbang . a. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Standar Satuan
Harga untuk Belanja Perjalanan Dinas ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah;
b.

bahwa schubungan dengan maksud terscbut pada huruf
a di atas, serta dalam rangka menunjang
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam
upaya pclayanan kcpada masyarakat dalam pclaksanaan
tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam
penyelengaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan, maka perlu untuk mengatur Standar Biaya

Operasional  Penyuluhan Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2012;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di
atas, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkal I Di Kalimantan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Darj
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah
diubah dcngan Undang_—undang Nomor 20 Tahun 2011
(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.Undang-Undane
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10.
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12.

13.

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

01081

2003 tentang

blik Indonesia
Negara

l{ndang-Undang Nomor 17 Tahun
Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Repu

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentaﬁﬁ
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nemor 16 Tahun 2006 tentang Sistcm
Penyuluhan  Pertanian, Perikanan, dan kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4460);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8234);

Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2005 tentang
Slandur Akutansi Pemerintah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentan
gistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) an

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 te

< s ntang

pengelolaan  Keuangan  Dacrah  (Lembar: e
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140dr'}‘dm' I\Lﬁdra
] nan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

n
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["Cratumn .
iran p 005 tentang
Pedomag, cmerintah Nomor 79 Tahun 2 i

Peniyel Pembinaan Dan Pengawasan
Ne .ye.enggaraan Pemerintahan Daerah (]_,cmbarasn
Bara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambgh. "
45?313)‘;-‘hdn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

g::aéurfln Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang
p Nbagian Urusan Pemerintahan Antara Pem('enntah,
€merintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah . Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ter_ltang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemernn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor
25);

Pcraturan Dacrah Kabupatcn Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 2);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang,
(Lembaran  dacrah Kabupaten  Sintang  Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah kabupaten
Sintang Nomor 1);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun

. 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Daecrah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007; gen

3. Peraturan .
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Peraturan

] Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011

enty
c:;tldr-].g Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
™a Dacrah tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:
: PE
OPEQQ?RAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIAYA
DIONAL PENYULUHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN

L.
e

3.
4.

10.

11.

ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kabupalen Sintang;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemrintah Daerah;
Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
Daerah Kabupaten;

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
Daerah Kabupaten dan/Daerah Kota dibawah Kecamatan;
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk
jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pocmerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan qrganisasi dilingkungan pemerintah Kabupaten
Sintang pcgawai tidak tetap terdiri dari pegawai tidak tetap
bidang keschatan, pendidikan dan pegawai honor daerah
dilingkungan pemerintah Kabupaten Sintang;

Pejabal yang berwenang ada'ilah Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh
Pengguna Anggaran/_Kuasa Pengguna Anggaran
dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah pengkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

Kota Kecamatan é.ldEJ'I:Jh kol.g yang berkedudukan sebagai
ibulkota dari masing-masing kccamatan di  wilayah
Kabupaten Sinlang scbagaimana yang telah diletapkan
berdasarkan ketentuan pcrundar}gfundangan yang berlaku;
Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah
surat tugas kcpada pejabat negara, pejabat lainnya yang
setara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap utntuk
melaksanakan tugas;

12. Penyuluhan ..
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Lf{;{;ﬂ}::an Pertanian,  Perikanan, Kechutanan 3(’)‘::%
p(-'frlbclajil;} = Lh§cl)ul Penyuluhan ;-'xdulalllJ ) hg agar
mereky an bagi Peluku Utama serta Pelaku 'b‘% e reifem
dicitiga d‘?? dan mampu mcqolong daq mcngorgdm;nomgi
Defmodalad am mengakses ml’prmanm pasar, e untu];
meningkatrl: can s e s i upay':\l atan
dan kese'ahan produktivitas, eft-:smnm usaha, pen ag alam
pelestar: ; lFeraannya serta meningkatkan kesadaran
Pelaky U? ingkungan hidup; _ N
yang sels ama keg}atan Pertanian, Perikanan, Kehu .
x d'l‘l anjutnya dl‘SCbUt Pelaku Utama adalah .masyara e
alam dan sckitar kawasan hutan, petani, peternak,
izi‘:fri;’i:fluyan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta
4 inya;
P¢laku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia
atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia
yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan,
Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan baik Penyuluh
PNS, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut
Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang
melakukan kegiatan penyuluhan;
Badan Pclaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
K_Cl’.lutanan dan Kectahanan Pangan yang selanjutnya
disingkat BP4KKP adalah Badan setingkat esclon 11 yang
menyusun  kebijakan dan  programa  penyuluhan,
melaksanakan penyuluhan serta pembinaan kepada
Peny.L?luh Kabupaten Sintang;
Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K merupakan
tempat/balai pertemuan penyuluh yang berkedudukan di
Kecamatan dimana para penyuluh yang bertugas di wilayah
Kecamatan tersebut secara berkala melakukan pertemuan;
Wilayah Kerja Binaan Penyuluh yang selanjutnya disingkat
WKBP adalah wilayah operasional Penyuluh yang terdiri dari
salu atau beberapa desa atau kelurahan yang diletapkan
dengan Keputusan Bupati Sintang;
Biaya Operasional. Penyuluhan yang selanjutnya disingkat
(BOP) adalah Blgya untuk memfasilitasi operasional
penyuluhan di ungkat Kabupaten untuk melakukan
kegiata_n:keglatan pepyuluhan di lapangan.
Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang
dim-aksud untuk m.eluruskan pf:nyelenggraan kegiatan-
kegiatan agar sesuai dengan tyuan dan sasaran yang
dihm-a-pknr‘\ dan rnermntul(:}n tindakan koreksi yang perlu
d;séimb1lbb1_lal tCI‘_]&dl.. pcnyimpangan dalam  proscs yang
sedang berjalan;
Monitoring ?da‘ll;dh kcgiatan pementauan yang dilakukan
untuk memastikan apakah input atau semberdaya yan
tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegi g
g s e, menghasin SUis, oucoms
enelit dan ng diharapkan;
Evalgqsn adalah keglatan untuk menilaj
erzjfl[(wtuastsqam keglale;nlac}ilengan men
indikator tujuan yang telah diteta :
kegiatan dimulai, evaluasi pada saglt(alg il?\fﬂuaSI sebelum
dan cvaluasi scsudah kegiatan sclesai: Eatan bcrlungsung

outcome,

efisiensi dan
ggunakan indikator-

n
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3 - i e
23. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan yang SCIE‘“J.um}";
i‘sl_ngka[ LAKU adalah suatu sislem yang mengatur i
04 dan kegiatan penyuluhan schingga interaksi antarat
Penyuluh dengan peluku utama dan pelaku usaha dapa
berjalan dengan baik;

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

dit'"'"jUk untuk menerima, menyimpan, mﬁmbayﬂrkanl
nlunamusahakan, dan mgmpertanggungiawahkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

BAB 1l
JENIS BIAYA OPERSIONAL PENYULUHAN

Pasal 2

Biaya Operasional Penyuluhan adalah dana yang dapat
digunakan langsung oleh para penyuluh pertanian, perikanan,
dan  kehutanan di Kabupaten Sintang yang berhak
menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Pasal 3

Biaya Operasional Penyuluhan sebagaimana yang dimaksud

Pasal 2, meliputi :

a. biaya Perjalanan Tetap Penyuluh;

b. bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan;

c. bantuan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supervisi
Penyuluh.

Bagian Pertama
Pasal 4

(1) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud
Pasal 3 huruf a Peraturan ini merupakan biaya perjalanan
rutin Penyuluh setiap bulan dalam rangka melaksanakan
sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang
merupakan suatu sistem yang mengatur jadwal kerja dan
kegiatan penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh
dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat berjalan
dengan baik;

(2) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dari tcmpat kedudukan
Ibukota Kecamatan ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh
(WKBP) di kelurahan/desa dan kembali ke kedudukan
Eﬂmulﬂ-

(3) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh dibayar sebelum atau
sesudah perjalanan dilakukan;

(4) Dalam Perjalanan  Tetap Penyuluh harus segera
dilaksanakan, sementara Biaya Perjalanan Tetap bel
dapat dibayarkan, maka Biaya Perjalanan Teta d uTn
dibayarkan olch bendahara pengeluaran ~ S0 R
perjalanan sclesai dilaksanakan; ) s
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Pasal S
Besaran g
tercantum
terpisahkg

sebagaimana

laya Perjalanan Tetap Penyuluh Codake

dalam Lampiran 1, merupakan bagian yang
B dgm Peraturan ini.

Bagian Kcdua
Pasal 6

(1) Bantuan Biaya Pcrjalanan Menghadiri Pertemuan
Sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf b, merupakan
bantuan biaya perjalanan yang diberikan dalam rangka
Mmenghadiri undangan Pertemuan Penyuluh di Kabupaten
dan Pertemuan Penyuluh di Kecamatan.

(2) Bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri  Pertemuan
scbagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dari tempat
kedudukan Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan
maupun dari Ibukota Kecamatan ke lbukota Kabupaten
dan kembali ke kedudukan semula.

(3) Dalam Pertemuan Penyuluh di Kabupaten sebagaimana
ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal
menghadiri ;

a. pertemuan teknis dan evaluasi kinerja Penyuluh;

b. pertemuan penyusunan programa Kabupaten;

c. pertemuan/Pelatihan  Peningkatan Sumber Daya
Manusia Penyuluh;

d. gelar teknologi tingkat Kabupaten;

e. forum penyuluhan tingkat Kabupaten,;

. seminar-seminar Penyuluh.

(4) Dalam Pertemuan Penyuluh di Kecamatan sebagaimana
ayat (1) Pasal ini termasuk perjalanan yang dilakukan
dalam hal menghadiri Pertemuan Rutin Penyuluh di Balai
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan.

Bagian Ketiga
Pasal 7

(1) Bantuan Biaya Monitoring, Evaluasi dan Supcrvisi
Penyuluh sebagaiman yang dimaksud Pasal 3 huruf c
Peraturan ini merupakan biaya operasional Tim
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Kabupaten dalam
melakukan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi
kepada Penyuluh yang berada di Kecamatan.

(2) Bantuan Biaya ‘Monitoring, Evaluasi dan Supervisi
Penyuluh sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dilaksanakan dari tempat kedudukan Ibukota Kabupaten
ke Ibukota Kecamatan dan kembali ke kedudukan semula.

Pasal 8

Besaran Bantuan Biaya Perjalanan Menghadiri Pertemuan dan
Biaya Monitoring, Evaluasi dan  Supervisi Penyuluh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupaka
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB 111 ...
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NOMo .
TANGGAL . TAHUN 2012
TENTANG . Juwi 2012
* STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
STANDAR Bja

WILAYAH KEQ PERJALANAN TETAP PENYULUH DARI KECAMATAN KE
JA BINAAN PENYULUH (WKBP) KABUPATEN SINTANG

T
BANTUAN

No WILAYAH PERJALANAN BIAYA KETERANGAN

PERJALANAN

1 (Rp)
2 3 4

1. | Kecamatan Sintang 175.000,00
2. | Kecamatan Kelam Permai 200.000,00
2 Kecamalan Binjai Hulu 200.000,00
4 Kccamatan Sungai Tcblclian 200.000,00
3. Kecamatan Tempunak 200.000,00
o. Kecamatan Dedai 200.000,00
7. Kecamatan Sepauk 200.000,00
8. Kecamatan Kayan Hilir 200.000,00
9. Kecamatan Ketungau Hilir 225.000,00
10. Kecamatan Ketungau Tengah 225.000,00
11. | Kecamatan Kayan Hulu 225.000,00
12. Kecamatan Ketungau Hulu 400.000,00
13. | Kecamatan Serawai 400.000,00
14 Kecamatan Ambalau 450.000,00
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KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

STANDAR BANTU,

MONIPORING: AN BIAYA PERIALANAN MENGHADIR]I PERTEMUAN SERTA
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